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Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional, maka pemerintah

telah melaksanakan pembangunan nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut,

perlu adanya keterpaduan dan keselarasan antara program-program pembangunan

yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota serta pemerintahan daerah dengan pembangunan kabupaten/kota

disini Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) berperan penting

dalam pembangunan daerah. Bappeda berdasarkan pada Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 150, dan Bappeda

Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Jepara.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kegiatan penelitian yang

memerlukan data. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan Yuridis-Normatif, dan dengan spesifikasi penelitian

menggunakan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan

data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan di dapat dari bahan

hukum primer (dari peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (dari

peraturan daerah), dan bahan hukum tersier (dari buku karangan ilmiah dan situs

internet) serta dengan wawancara yang kemudian dianalisa dengan metode

analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan

tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan Bappeda Kabupaten

Jepara dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jepara adalah tugasnya

membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dibidang perencanaan pembangunan daerah serta kewenangannya adalah

menyusun rencana pembangunan tahunan, program-program tahunan dan

penilaian atas Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari masing-masing bidang

yang ada di Bappeda, dalam hal ini pelaksanaan tugas dan kewenangan Bappeda

Kabupaten Jepara sudah sesuai aturan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun

2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara. Hambatan salah satunya seperti dana

tidak mencukupi membiayai seluruh program-program Bappeda. Upayanya

mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara dana dapat diperoleh bukan hanya

dari APBD tapi harus didukung dari dana APBD Provinsi dan APBN Pusat serta

harus ada dana pendamping dari APBD Kota sehingga dapat diatasi segala tingkat

kesulitan yang ada di daerah untuk melaksanakan program-program Bappeda

Kabupaten Jepara.
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